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ABSTRAK 
Penyelesaian tindak pidana penganiyaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu 
dengan cara mediasi.  Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 
2003 Tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian 
sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu dengan mediator.. 
Adapun yang menjadi rumusan masalah  penelitian yakni bagaimana pengaturan 
mengenai tindak pidana penganiayaan dalam hukum positif di Indonesia, 
Bagaimana akibat hukum terjadinya perdamaian dalam tindak pidana 
penganiayaan, bagaimana pertimbangan hakim dengan adanya perdamaian dalam 
tindak pidana penganiayaan dalam putusan Nomor 2260/Pid.B/2019/ PN.Mdn. 
Hasil penelitian yaitu akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana 
adalah perdamaian tidak menghapus dari perbuatan pidana pelaku penganiayaan 
tetapi perdamaian hanya sebatas menjadi dasar pertimbangan hakim untuk 
memberikan keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh  hakim 
kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dengan adanya  perdamaian dalam putusan 
Nomor 1160/Pid.B/2019/ PN.Mdn adalah sebagai salah satu pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan hukan yang lebih ringan terhadap pelaku penganiayaan yang 
dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan 
tetapi karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban, maka pelaku 
penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 
Kata Kunci : Perdamaian, Pertimbangan Hakim, Penganiayaan 

 

ABSTRACT 

Completion of the crime of persecution can be done outside the court, namely by 

means of mediation. Article 1 point 6 of the Republic of Indonesia Supreme Court 

Regulation No. 2 of 2003 concerning Mediation Procedures explains that 

mediation is the settlement of disputes through a negotiation process of the parties 

assisted by a mediator. As for the formulation of the research problem, namely 

how to regulate the criminal act of persecution in positive law in Indonesia, what 

are the legal consequences of conciliation in the criminal act of persecution , 

what are the judges' considerations with the existence of reconciliation in the 

crime of persecution in decision Number 2260/Pid.B/2019/PN.Mdn. The results of 

the study, namely the legal consequences of conciliation in criminal law, are that 

peace does not erase the criminal acts of the perpetrators of persecution, but 

peace is only limited to being the basis for the judge's consideration to provide 

relief from the criminal threat that will be imposed by the judge on the defendant. 

The judge's consideration of conciliation in decision Number 

1160/Pid.B/2019/PN.Mdn is one of the judge's considerations in imposing a 
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lighter sentence on the perpetrator of the abuse demanded by the Public 

Prosecutor with imprisonment for 6 (six) months but because there was 

reconciliation between the perpetrator and the victim, the perpetrator of the abuse 

was sentenced to imprisonment for 4 (four) months. 

Keywords: Peace, Consideration of Judges, Persecution 

 

PENDAHULUAN 

Negara membuat hukum untuk menciptakan masyarakat yang tertib, aman, 

sejahtera serta damai juga hukum yang berlaku sama bagi setiap orang dari strata 

rendah hingga tinggi. Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyebutkan negara 

Indonesia adalah negara hukum.  Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu 

prinsip penting dari negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya 

untuk dapat menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 

Hukum adalah pedoman dan urat nadi pada segala aspek kehidupan 

bernegara maupun bermasyarakat. Setiap masyarakat berhak memiliki keadilan, 

kesejahteraan, dan kedamaian, akan tetapi seiring berjalannya waktu semakin 

banyak kriminalitas yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. 

Berbagai jenis kejahatan yang terjadi dari pencurian, penipuan, penganiayaan, 

pemerkosaan, bahkan pembunuhan yang mengancam keselamatan jiwa seseorang. 

Fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia dengan cara 

mengatur kegiatan manusia. Kepentingan manusia sangatlah banyak dan tidak 

terhitung jumlah dan jenisnya. Kepentingan manusia akan berkembang sepanjang 

masa. Peraturan hukum yang kurang jelas harus dijelaskan, yang kurang lengkap 

harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukum dapat 

diterapkan terhadap peristiwanya sehingga dapat mewujudkan putusan hukum 

yang diidam-idamkan, yaitu yang mengandung aspek keadilan, kepastian hukum 

dan kemanfaatan. 

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup 

yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, 
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secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. 

Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran 

bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut. Hal ini merupakan masalah yang 

harus segera mungkin diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam 

masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.  

Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari mempunyai kepentingan yang 

beraneka ragam. Memenuhi kepentingan-kepentingan itu timbul berbagai usaha 

untuk mencapainya. Namun dalam hal demikian anggota masyarakat sering 

melakukan upaya-upaya yang tidak sejalan dengan aturan normatif (perundang-

undangan). Akibatnya, sering terjadi hal-hal yang dapat merugikan anggota 

masyarakat itu sendiri. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin 

beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. 

Banyaknya motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu hal yang 

cukup banyak menarik perhatian adalah tindak pidana penganiayaan. 

Penganiayaan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan 

fisik dan kesehatanyang bertentangan dengan hukum sebagaimana diatur dalam 

pasal 351 ayat 4 KUHP yaitu: “Dengan menganiaya disamakan sengaja merusak 

kesehatan”. 

Setiap perbuatan pidana yang dilakukan akan menimbulkan akibat negatif 

berupa ketidakseimbangan suasana kehidupan yang bernilai baik. Untuk 

mengembalikan kepada suasana dan kehidupan yang bernilai baik itu, diperlukan 

suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang teelah mengakibatkan 

ketidakseimbangan tersebut. Pertanggungjawaban yang wajib dilaksanakan oleh 

pelakunya berupa pelimpahan ketidakenakan masyarakat supaya dapat juga 

dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Seseorang yang 

dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan 

membahayakan kepentingan umum. 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini 

merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta 

menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang 

dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan 

analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada 

metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari 

suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. 

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-

peraturan yang berlaku mengenai perdamaian dalam tindak pidana penganiayaan 

sebagai pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman dalam Putusan Nomor 

2260/Pid.B/2019/PN.Mdn. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Andi Hamzah merumuskan tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan 

pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan 

diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum, serta 

dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang bertanggungjawab). Moeljatno 

menyebut tindak pidana sebagai perbuatan pidana yang diartikan perbuatan yang 

melanggar yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar 

larangan tersebut. 

KUHP bersumber pada W.v.S Belanda, maka istilah yang digunakanpun 

sama yaitu strafbaar feit. Namun dalam menterjemahkan istilah strafbaar feit ke 

dalam bahasa Indonesia terdapat perbedaan. Sebagaimana yang dikutip oleh Andi 

Hamzah, Moeljatno dan Roeslan Saleh menggunakan istilah perbuatan pidana 

meski tidak untuk menterjemahkan strafbaar feit. Sedangkan Utrecht menyalin 

istilah strafbaar feit menjadi peristiwa pidana, dimana beliau menterjemahkan 

secara harfiah menjadi peristiwa pidana. Meskipun terdapat banyak perbedaan 

pengistilahan, namun yang jelas semua bersumber pada strafbaar feit. Mengenai 

penggunaan istilah tersebut A.Z. Abidin sependapat bahwa lebih baik digunakan 

istilah padanannya saja yang banyak digunakan yaitu delik. 
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Van Hamel dalam M. Hamdan merumuskan strafbaar feit (tindak pidana) 

itu sama dengan yang dirumuskan oleh Simons, hanya ditambahkannya dengan 

kalimat ‘tindakan mana bersifat dapat dipidana’. Perumusan Van Simon dalam M. 

Hamdan, bahwa strafbaar feit adalah suatu kelakuan (gedraging) manusia yang 

dilarang dan oleh Undang-Undang diancam dengan pidana. 

Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh 

aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang 

melanggar larangan tersebut. Selanjutnya Mulyatno menyebutkan bahwa menurut 

wujudnya atau sifatnya, perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-

perbuatan yang melawan hukum, merugikan masyarakat dalam arti bertentangan 

dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat 

yang dianggap baik dan adil.  

R. Tresna dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah 

suatu perbuatan rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-

Undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana 

diadakan tindakan penghukuman.  

R. Soesilo menyebutkan tindak pidana adalah sesuatu perbuatan yang 

dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau 

diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan 

hukuman.  

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut 

memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Melawan hukum 

b. Merugikan masyarakat 

c. Dilarang oleh aturan pidana 

d. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana. 

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah 

dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan 

melawan hukum dan merugikan masyarakat  menunjukkan sifat perbuatan 

tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merugikan  
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masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan 

adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan 

terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan 

masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana 

apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan 

hukuman. 

Apakah sesuatu perbuatan itu merupakan tindak pidana atau tidak, 

haruslah dilihat pada ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku (hukum 

pidana positif). Di dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana ini 

dibagi menjadi dua kelompok yaitu kejahatan yang diatur dalam Buku Kedua dan 

pelanggaran yang diatur dalam Buku Ketiga. Apa kriteria yang dipergunakan 

untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHPidana sendiri 

tidak ada memberikan penjelasan sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan 

tersebut adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang  berat, dan 

pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan atau tindak pidana yang ringan. Hal ini 

juga didasari bahwa  pada kejahatan umumnya sanksi pidana yang diancamkan 

adalah lebih berat daripada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran. 

Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang 

lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang 

lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan 

untuk menambah keselamatan badan. Ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan 

penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk 

menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. 

Penganiayaan berbeda dengan pembunuhan walaupun keduanya 

merupakan tindak pidana yang menyerang tubuh seseorang namun perbedaan 

tetap harus diperhatikan karena perbedaan inilah yang akan dijadikan dasar untuk 

aparat penegak hukum dalam mengkualifikasi tindakan tersebut dan nantinya 

hakim akan dapat memberikan putusan yang tepat. Pembunuhan secara 

terminologi dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan yang membunuh atau 

menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja, unsur dengan sengaja inilah 
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yang menjadi kunci utama dan pembeda antara tindak pidana penganiayaan 

dengan tindak pidana pembunuhan. 

Mengakaji terkait tindak pidana penganiayaan dapat dirujuk pada Pasal 

170, Pasal 351, Pasal 352, Pasal 353, Pasal 354, Pasal 355, Pasal 356, Pasal 357, 

dan Pasal 358. Pasal-pasal tersebut pada pokoknya memuat terkait ketentuan-

ketentuan pidana terkait penganiayaan dengan diklasifikasikan terhadap tindakan-

tindakan maupun konsekuensi-konsekuensi lain berdasarkan tiap-tiap aturannya.  

Terkait penganiayaan terdapat pengklasifikasian terkait jenis-jenis 

perbuatan yang dilakukan, jenis-jenis tindak pidana penganiayaan berbeda 

berdasarkan setiap unsur-unsur masing-masing ketentuan hukum yang mengatur 

terkait penganiayaan. Jenis-jenis penganiayaan dalam KUHP terdapat dalam Buku 

II KUHP Bab XX yang mengatur terkait tindak pidana penganiayaan yang telah 

disebutkan diawal penulisan yang terdiri mulai dari pasal 351 KUHP sampai 

dengan Pasal 358 KUHP yang pada pokoknya dikualifikasi menjadi 5 (lima) jenis 

penganiayaan : 

1. Penganiayaan biasa 

Tindak pidana ini diatur dalam ketentuan Pasal 351 KUHP. Istilah lain 

yang sering digunakan untuk menyebut jenis tindak pidana tersebut adalah tindak 

penganiayaan dalam bentuk pokok. Ketentuan Pasal 351 hanya menyebut 

kualifikasinya saja tanpa menguraikan unsur-unsurnya.   

Berdasarkan rumusan ketentuan Pasal 351 KUHP di atas terlihat, bahwa 

rumusan tersebut tidak memberikan kejelasan tentang perbuatan seperti apa yang 

dimaksudkannya. Ketentuan Pasal 351 KUHP di atas hanya merumuskan 

kualifakasinya dan pidana yang diancamkan. Tindak pidana dalam Pasal 351 

KUHP dikualifikasi sebagai penganiayaan.  Sedangkan dalam ilmu pengetahuan 

hukum pidana atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang 

dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh 

orang lain. 

1. Penganiayaan Ringan 
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Jenis tindak pidana ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berdeda dengan 

jenis penganiayaan lain yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas 

konkordansi, maka penganiayaan ringan merupakan pengecualian dari asas 

konkordansi.  Dibuatnya ketentuan tentang penganiayaan ringan dan tindak 

pidana ringan pada umumnya di dalam KUHP yang diberlakukan di Indonesia 

adalah atas dasar adanya perbedaan kewenangan mengadili dari Pengadilan Polisi 

(Land gerecht) dan Pengadilan Negeri (Landraad) yang sengaja dibentuk oleh 

Pemerintah Kolonial di Indonesia. Pengadilan Polisi berwenang mengadili 

perkara-perkara ringan sedangkan untuk Pengadilan Negeri untuk mengadili 

perkara-perkara yang lain.  

2. Penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu 

Jenis penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu ini diatur dalam 

Pasal 353 KUHP 

3. Penganiayaan Berat. 

Jenis penganiayaan Berat ini diatur dalam Pasal 354 KUHP yang 

rumusannya sebagai berikut: 

4. Penganiayaan berat yang direncanakan terlebih dahulu 

Jenis penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP. 

Penganiayaan ini pada dasarnya merupakan bentuk penganiayaan berat yang 

dilakukan dengan rencana. Jenis penganiayaan ini pada dasarnya merupakan 

gabungan antara penganiayaan berat Pasal 354 ayat (1) dengan penganiayaan 

berencana Pasal 353 ayat (1). 

Perkara yang diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan 

putusan Nomor 2260/Pid.B/2019/PN.Mdn merupakan perkara yang didakwa oleh 

Penuntut Umum dengan dua dakwaan yaitu dakwaan primair perbuatan terdakwa 

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP serta 

dakwaan subsidair perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. 

. Meski demikian, kedua dakwaan yang diajukan merupakan dakwaan 

alternatif dimana Hakim dapat memilih salah satu dari ketiga dakwaan yang 
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diajukan. Indikasi adanya dakwaan alternatif adalah adanya tiga dakwaan yang 

diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya yang mana 

Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut karena menggunakan 

penghubung “atau”.  

Pemilihan salah satu dakwaan pada dakwaan alternatif tidak dapat 

dilakukan asal-asalan. Meski memiliki wewenang dalam persidangan, Hakim 

tidak dapat memutuskan dakwaan yang dipilih sesuka hatinya. Pemilihan 

dakwaan yang akan menjadi penguat pertimbangan hukum dalam persidangan 

harus disesuaikan dengan fakta serta bukti-bukti yang diperoleh dalam proses 

persidangan. Tujuan Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif ini 

adalah: pertama, untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari 

pertanggungjawaban hukum, serta kedua, untuk memberi pilihan kepada hakim 

untuk menerapkan hukum yang paling tepat dikenakan terhadap pelaku. 

Berdasarkan analisis penulis tentang pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan tindakan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Pengadilan 

Negeri Medan No.2260/PID.B/2019/PN.Mdn, penulis sependapat dengan hal 

tersebut karena dalam memutus perkara Hakim mempunyai pertimbangan-

pertimbangan yang cukup banyak. Mulai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, 

terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada 

alasan pembenar dan pemaaf, sehingga dinyatakan bersalah, serta hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan. 

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan 

No.2260/PID.B/2019/PN.Mdn jelaslah bahwa dalam perkara pidana 

penganiayaan, perdamaian tidaklah menghapus dari perbuatan pidana tetapi 

perdamaian hanya sebatas memberikan keringanan ancaman pidana yang akan 

dijatuhkan oleh  hakim kepada terdakwa. 

KESIMPULAN 

Pengaturan mengenai perdamaian dalam tindak pidana yang melibatkan 

korban, pelaku dan masyarakat masih terbatas dan dilaksanakan di luar pengadilan 

yang diistilahkan sebagai mediasi penal. Keberadaan dan pelaksanaan dari 
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mediasi penal ini adalah di luar pengadilan dan tidak diatur dalam undang-undang 

melainkan hanya diatur secara parsial dan terbatas berupa Surat Kapolri Nomor 

Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui Alternative 

Dispute Resolution (ADR) serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 7 Tahun 2008  yang pada dasarnya peraturan tersebut mengatur 

tentang penanganan kasus pidana melalui ADR dengan sifat kerugian materi kecil, 

disepakati para pihak, dilakukan melalui prinsip musyawarah mufakat, harus 

menghormati norma sosial/adat serta memenuhi asas keadilan. 

Akibat hukum terjadinya perdamaian dalam hukum pidana adalah 

perdamaian tidak menghapus dari perbuatan pidana pelaku penganiayaan tetapi 

perdamaian hanya sebatas menjadi dasar pertimbangan hakim untuk memberikan 

keringanan ancaman pidana yang akan dijatuhkan oleh  hakim kepada terdakwa. 

Pertimbangan hakim dengan adanya  perdamaian dalam putusan Nomor 

1160/Pid.B/2019/PN.Mdn adalah sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan hukan yang lebih ringan terhadap pelaku penganiayaan yang dituntut 

oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan tetapi 

karena adanya perdamaian antara pelaku dan korban, maka pelaku penganiayaan 

dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan. 
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